PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN

Menimbang

Mengingat

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan

kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara serta untuk memantapkan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka jumlah dan
Nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 perlu dilakukan
perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repiblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4686);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis Produk Hukum Daerabh;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan
Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Nomor 2);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 37);



Menetapkan

14.Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37

Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Pasal |

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, tanggal 12
Mei 2008, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah
yang terdiri atas :
a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
b. Dinas Pekerjaan Umum;
c. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan;
d. Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Komunikasi
Informasi;
. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Penanaman Modal,
Dinas Kesehatan;
Dinas Kesejahteraan Sosial,
. Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Kelautan dan Perikanan;
. Dinas Pertambangan dan Energi;
I. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
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B. Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) pasal, yakni pasal 13
sehingga BAB VI dibaca sebagai berikut :

a. Pasal 13 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat
diundangkannya  peraturan daerah ini tetap
menjalankan tugas sampai dilakukannya pelantikan
pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.

b. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

c. Pasal 18 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.

C. Pasal 13 dan Pasal 14 lama menjadi Pasal 14 dan Pasal
15 baru.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara.

Disahkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 19640615 198903 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2009 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4 tanggal
12 Mei 2008 perlu disempurnakan dan disesuaikan agar pelaksanaan fungsi
kelembagaan dinas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih
berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa dengan adanya tuntutan pengembangan organisasi perangkat
daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
perlu mengembangkan organisasi Perangkat daerah dengan membentuk
Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | Huruf A :
Dengan dibentuknya Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 4 Tahun 2008 khususnya Pasal 2 dilakukan
perubahan dan penyesuaian.

Pasal Il . Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 39



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

SEK S|

PERTAMBANGAN DAN
GEOLOGI

SEKSI

ANALISA DAN
PERIJINAN

PENGUSAHAAN DAN
DISTRIBUSI ENERGI

SEKSI
KONSERVASI

SEKSI
BIMBINGAN TEKNIK
ENERGI

UPTD

SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS
I
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PERTAMBANGAN UMUM ENERGI PENGAWASAN PENGENDALIAN

SEKSI
PENGAWASAN
PERTAMBANGAN &
GEOLOGI

SEKSI
PENGAWASAN
KETENAGALISTRIKAN &
ENERGI DISTRIK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

HAMDAN DATUNSOLANG

ttd




KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
I
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PRODUKSI USAHA TANI DAN NELAYAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

BINA MUTU & PERMODALAN, BUDIDAYA AIR PENGEMBANGAN PENGAWASAN PENGAWASAN
PENGOLAHAN DAN PEMBERDAYAAN DAN TAWAR, AIR PAYAU TEKNOLOGI PERIKANAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN DAN
PEMASARAN HASIL PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PESISIR PANTAI BUDIDAYA LAUT PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN

PERIKANAN DISTRIBUSI BIOTA LAUT

UPTD

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

HAMDAN DATUNSOLANG

ttd




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
|
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & KEUANGAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN KEHUTANAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
BINA PRODUKSI PERLINDUNGAN PENGELOLAAN BINA KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN PERLUASAN TANAMAN PEMANTAPAN DAN REHABILITASI DAN
TANAMAN PANGAN TANAMAN DAN HASIL DAN PENANGANAN TANAMAN DAN USAHA PEMANFAATAN PERLINDUNGAN
HOLTIKULTURA DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN PENYAKIT TERNAK PERKEBUNAN PERKEBUNAN KAWASAN HUTAN HUTAN
ANEKA TANAMAN AREAL
UPTD

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, DAN KOMUNIKASI INFORMASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
|
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM PELAPORAN & UMUM & KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN PARIWISATA & KEBUDAYAAN KOMUNIKASI & INFORMASI
SEKSI SEKSI Si';’;,s\l'A KEBlSJ'Eﬁ'A AN SEKSI SEKSI SEKSI
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN o PENYULUHAN, PELAYANAN PELAYANAN
DARAT LAUT PROMOSI DAN INFORMASI DAN MEDIA CETAK DAN
PEMASARAN PERFILMAN TRADISIONAL

UPTD

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG



KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIS
[
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & UMUM & KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAPATAN AKUNTANSI ANGGARAN & PERBENDAHARAAN PENGELOLAAN ASET
I
[ I [
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI

PENDAFTARAN PENETAPAN
ANGSURAN PENAGIHAN DAN
PENYELESAIAN PERKARA

DATA AKUMULASI PERHITUNGAN
TRANSAKSI KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

SEKSI
PERIMBANGAN DAERAH DAN
PUSAT SERTA BAGI HASIL PAJAK
DAN NON PAJAK

SEKSI
JURNALISIS KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

ANGGARAN DAN VERIFIKASI

SEKSI
PERBENDAHARAAN DAN
PEMBUKUAN

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN
PENGHAPUSAN ASET DAERAH

SEKSI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ASET DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PROGRAM, PELAPORAN & KEUANGAN

SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG
DIKDASMAN

SEKSI

KURIKULUM & KESISWAAN

SEKSI
TENAGA TEKNIS &

PERLENGKAPAN KEPENDIDIKAN

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

SEKSI

UPTD

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

BIDANG BIDANG
DIKLUSUPORA SARANA & PRASARANA
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMUDA DAN OLAHRAGA SARANA, PRASARANA TK, SD, SARANA, PRASARANA SMA,
SMP SMK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
[
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TATA KOTA CIPTA KARYA BINA MARGA PENGAIRAN
I
I I 1
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
TATA RUANG DAN IMB PENATAAN SARANA PRASARANA JALAN, JEMBATAN PENGKAJIAN PEMANFAATAN
WILAYAH PENGENDALIAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PERMUKIMAN DAN PENYEHATAN LANGER JALAN BINA LEMBAGA DAN PENGELOLAAN
KEBAKARAN LINGKUNGAN

UPTD

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
[
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM PENANAMAN MODAL
— : |
SEKSI SEKSI SEKSI SEK S|
INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL METROLOGI, PENGAWASAN DAN BINA KOPERASI DAN UKM BINA USAHA INVESTASI DAERAH
HUTAN PENGENDALIAN HARGA DAN
m PENGELOLAAN PASAR
SEKSI SEKSI

INDUSTRI LOGAM, MESIN,
ELEKTRO DAN PEREKAYASAAN

SEKSI
PERIJINAN DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

UPTD

BINA FASILITAS PENBIAYAAN DAN
SIMPAN PINJAM

SEKSI
BINA USAHA INVESTASI NASIONAL
DAN LUAR NEGERI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG




DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG

PENEMPATAN DAN PELATIHAN

SEKSI
PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KERJA

SEKRETARIS
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & KEUANGAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TRANSMIGRASI
PENGAWASAN
I [ [ | [

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PELATIHAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN PERENCANAAN PENEMPATAN
PRODUKTIVITAS INDUSTRIAL DAN PEMUKIMAN DAN

DAN SYARAT PEMBINAAN
KERJA

UPTD

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG



KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PROGRAM, PELAPORAN & KEUANGAN

FUNGSIONAL
BIDANG
KEPENDUDUKAN
I |
SEKSI SEKSI
MUTASI PENGELOLAAN
KEPENDUDUKAN DATA DAN
INFORMASI
KEPENDUDUKAN

UPTD

CATATAN SIPIL

SEKSI
KELAHIRAN,
KEMATIAN,
PENGESAHAN
DAN
PENGANGKAT
AN ANAK

SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI
PERKAWINAN
DAN
PERCERAIAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
[
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & KEUANGAN UMUM & KEPEGAWAIAN
[ [ [
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN P2P DAN WABAH PERENCANAAN PROMKES DAN
KESEHATAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI FARMAMIN DAN PERENCANAAN PROMOSI
ASUHAN, PERIZINAN PROGRAM DAN KESEHATAN DAN
KEPERAWATAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN
DAN RUJUKAN MEDIA
SEKSI
SEKSI SEKSI
PEI_SAEfASI\'I AN PENANGGULANGAN ANALISIS DATA DAN PENYEHATAN
PENYAKIT JPKM LINGKUNGAN
KESEHATAN
DASAR, KIA DAN KB
SEKSI MOI\ﬁEggING
SURVEILANS DAN '
SEKSI IMUNISASI EVALUASI DAN
GIZI DAN USILA LITBANGKES
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
UPTD/INSTALASI
UPTD/PUSKESMAS Pty UPTD/LAB. ttd
PEMBEKALAN KESEHATAN
KESEHATAN HAMDAN DATUNSOLANG




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
TENAGA
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
MASYARAKAT DAN
PENGUMPULAN
DATA

SEKRETARIS
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, PELAPORAN & KEUANGAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PROGRAM DAN PERENCANAAN PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN PELAYANAN DAN
KELEMBAGAAN SOSIAL REHABILITAS SOSIAL
| | | | |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENYUSUNAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PELESTARIAN PEMBERDAYAAN PELAYANAN REHABILITASI BANTUAN
PERENCANAAN SOSIAL, KELUARGA DAN NILAI-NILAI KOMUNITAS ADAT SOSIAL SOSIAL SOSIAL
PROGRAM MONITORING, KELEMBAGAAN KEPAHLAWANAN TERPENCIL DAN ANAK DAN PENYANDANG KORBAN
ANGGARAN EVALUA SI DAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN LANJUT CACAT. TUNA BENCANA
PELAPORAN PENDAYAGUNAA USIA SOSIAL DAN DAN TINDAK
N SUMBER DAYA KORBAN KEKERASAN
SOSIAL PENYALAHGU
NAAN NAPSA
UPTD

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

TTD

HAMDAN DATUNSOLANG




